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PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU 

DENGAN 

GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA KABUPATEN BERAU 

TENTANG 

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI 

SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN 

PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

Nomor 

Nomor 

: 003/HK.02.00/K.Kl-01/03/2022 

: 030001/SKM/EXT/B/BRU/111/202 

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh Dua (30-

03-2022), bertempat di Kantor Bawaslu Kab. Berau Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17,

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang bertanda tangan dibawah ini: 

1. NADIRAH, S.Pd.

2. JAKA STANISLAWS

Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kabupaten Berau, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 

Berau, berkedudukan di Jalan Merah 

Delima, Nomor 31 RT.017 Kecamatan 

Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi 

Kalimantan Timur, selanjutnya disebut 

sebagai PIHAK I (PERT AMA) 

Selaku Ketua Umum Gerakan Mahasiswa 

Kristen Indonesia Kabupaten Berau, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
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Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 

Kabupaten Berau, berkedudukan di JI. 

Durian 3 GG celebes, Kabupaten Berau, 

Kalimantan Timur, 77311 selanjutnya 

disebut sebagai PIHAK II (KEDUA) 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama 

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum 

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di 

wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kemahasiswaan yaitu GMKI Cabang 

Berau yang berkedudukan wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Berau memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai 

pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;

4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 

Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan 

partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang­

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
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